BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 265 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 02.A TAHUN 2008
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN LUWU

Menimbang :

Mengingat

UTARA TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

=

BUPATI LUWU UTARA,

bahwa sehubungan dengan perubahan struktur organisasi dan tata
kerja perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai
implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berimplikasi pada
penatusahaan keuangan daerah, sehingga, dipandang perlu
mengubah beberapa ketentuan dalam keputusan Bupati Luwu
Utara Nomor 02.A Tahun 2008 tentang Penunjukan Bendahara
Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara "{ahun Anggaran 2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13- Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara ,.
Republik Indonesia Nomor 3826); o

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4257);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Lo W
P T



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4579);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);



Menetapkan
KESATU
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengﬁ-:lolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwi
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara: Tahun 2008
Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Luwu Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan
Daerah Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain
Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2008 Nomor 11}; T <

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2008 Nomor 12); |

MEMUTUSKAN :

Ketentuan dalam Kepﬁtusan Bupati Luwu Utara Nomor 02.A
Tahun 2008 tentang Penunjukan Bendaharwan Umum Daerah
Utara Tahun Anggaran 2008 diubah sebagai berikut :

Ketentuan Diktum KESATU diubah Fehmgga berbunyi sebagai

berikut :

KESATU : Menunjuk Saudara Drs.H.Hamzah Jalante (Kepala
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) selaku
Bendahara Umum Daef:ah (BUD).

Diantara Diktum KEDUA dan KETIGA disisipkan Diktum
KEDUA. A, KEDUA. B dan KEDUA. C yang berbunyi sebagai
berikut : .

KEDUA. A : Menunjuk Saudara Aidar Idrus, SE (Sekretaris
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) selaku
Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).



KEDUA

KEDUA.B : Tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah

sebagai berikut :

1. menyiapkan anggaran kas;

2. menyiapkan SPD;

3. menerbitkan SP2D;

4. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan
kekayaan daerah;

5. memantau pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran APBD oleh bank dan/atau
lembaga lain yang ditujuk;

6. mengusahakan dan mengatur dana yang
diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

7. menyimpan uang daerah

8. melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/ menatausahakan investasi daerah;

9. melakukan pembayaran berdasarkan
permintaan pejabat pengguna anggaran atas
beban rekening kas umum daerah;

10. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama
pemerintah daerah;

11. melakukan pengelolaan utang dan piutang

daerah dan

12. melakukan penagihan piutang daerah.

KEDUA.C : Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada BUD.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Tembusan kepada Yth :
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Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 15 September 2008
BUPATI LLTWU UTARA

‘l{ H.M. LUTH MUT'I'Y,Ql

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;

Ketua DPRD Luwu Utara di Masamba;

Inspektur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Inspektur Daerah Luwu Utara di Masamba;

Para Kepala SKPD Lingkup Pemkab. Luwu Utara di Masamba;

Pertinggal.



